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Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 172); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang pedoman teknis 

Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum. 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023. 
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KESATU : Menetapkan Nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2023 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas: 

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan 

penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, 

kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 

2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan 

dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta 

melaksanakan pengendalian untuk menjamin 

kualitas penyelenggaraan SPIP; 

3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal 

penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja; 

4. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator 

penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja 

menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan 

membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu 

kegiatan penyelenggaraan SPIP; 

5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, 

keuangan, dan dokumentasi kegiatan 

penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan 

penyelenggaraan SPIP. 

 

KETIGA 

 

: 

 

Melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Bali. 

 

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan 

ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gianyar. 
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